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ABSTRAK

Majelis Permusyawart: Rakyat(MPR) adalah lembaga perrmusyawaratan
rakyat sebagaimana yang diset :dalam UUD 1945. Amandemen UUD 1945pada
pasal 1 ayat (2) secara fundanr 1ital telah mengubah supremasi MPR. Perubahan
tersebut yaitu, sebelum amand._1en Pasal 1 ayat (2) berbunyi “kedaulatan adalah
di tangan rakyat dan dilak'-an sepenuhnya oleh MPR”, diubah menjadi
“kedaulatan adalah di tangan kyat dan dilakukan menurut UUD”. Perubahan
tersebut ditukuti dengan pert han UU Susduk yaitu UU No 4 tahun 1999
diubah dengan UU No. 22 ta n 2003. Perubahan ini kemudian menimbulkan
perdebatan tentang supremasi dan eksisitensi MPR. Penelitian ini dimaksudkan
untuk mengetahui kedudukan ¢ - 1 fungsi MPR setelah amandemen ketiga tersebut
melalui UU Susduk sebagai in  -pretasi dari UUD 1945, Selain untuk mengetahui
kedudukan MPR menurut Und: g-undang tersebut penelitian ini juga bermaksud
meneliti bagaimana kedudukan lan fungsi MPR apabila ditinjau dari segi hukum
Islam.

Sebagaimana penelitia hukum lainnva penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis, historis unt...: mengetahui apa yang dimaksud dalam undang-
undang dan apa yang dikehend-'-1 para perumusnya. Penyusun juga menggunakan
pendekatan normatif yaitu p Jekatan yang dikaitkan dengan konsep Islam
tentang majelis syura. Untuk i igetahul bagaimana kedudukan dan fungsi MPR,
dalam hal ini penyusun 1 nggunakan teori maslahah mursalah, yaitu
bahwasannya hukam Islam dib¢  uk untuk kemaslahatan bersama.

Dalam penelitian ini ke 1dian diketahui bahwa setelah amandemen ketiga
berdasarkan pasal-pasal terkair MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara
yang memegang kedaulatan s¢ nuhnya dan mempunyai supremasi yang tidak
terbatas. Kedudukan MPR vyar._ sekarang adalah sebagai lembaga negara biasa.
Kedaulatan yang semula dilaks~—~akan oleh MPR kini dilasanakakn olch lembaga-
lembaga yang mengemban tug . politik dan pemerintahan yang berporos pada
rakyat sebagai pemegang kec alatan tertinggi. Adapun fungsi MPR sebagai
penjelmaan seluruh rakyat mas *« sama, namun beberapa fungsi yang berkaitan
dengan kewenangannya telah t.-kurang. Selanjutnya berdasarkan metode yang
digunakan maka diketahui bahv - lembaga permusyawaratan rakyat (MPR) secara
historis diambil dari konsep syt . dalam alqur’an dipadukan dengan adat mufakat
yang sudah mengakar dalam b laya bangsa Indonesia. Dengan demikian dapat
diambil kesimpulan bahwa par pendiri bangsa ini telah meletakkan dasar-dasar
yang Islami dalam kehidupan b« angsa dan bernegara.
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PEDOMAN

Penulisan  transliteras
menggunakan pedoman translif
Menteri Pendidikan dan Kebu

garis besar uraiannya adalah se

A. Konsonan Tunggal

ANSLITERASI ARAB LATIN

Arab-Latin dalam penyusunan  skripsi

ini

si dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan

aan Rl No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. Secara

ai berikut;

Keterangan

Tidak dilambangkan
Be
Te
Es (titik di atas)
Je
Ha (titik di bawah)
Ka dan ha
De
Zet (titik di atas)
Er
Zet
Es
Esdan Ye

Es (titik di bawah)

1X




Dad ~ De((titik di bawan) ]
Ta Te (titik di bawah)
Za Zet (titik di bawah)

‘Ain Koma terbalik (di atas)

Gain Ge
Fa’ Ef
Qaf Q1
Kaf Ka

Lam El

Mim Em

Nun En

Wau We
Ha’ Ha

Hamzah Apostrof
Ya Ye

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang dic abkan Syaddah ditulis rangkap.
Contoh:  J7¢ ditulis 7 zala.

o ditulis ¢ fnna.

C. Vokal Pendek

Farhah () ditulis a, Kas '7(_._ ) ditulis i, dan Dammah ( _"_) ditulis u.



Contoh: 2l ditulis af
G4y ditulis raf

e ditulis sa/

. Vokal Panjang
Bunyi a panjang ditulis a, bu
masing-masing dengan tanda
1. Fathah + Alif ditulis a
bl ditulis {ala
2. Kasrah + Ya’ mati ditulis
Stue  ditulis misag
3. Dammah + Wawu mati di

Jds=l  ditulis usal

. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya’ mati ditulis
eV ditulis az-Zubailf

2. Fathah + Wawu mati ditu

Gsk ditulis faugq.

. Ta’ Marbutah di Akhir Kat
Bila dimatikan ditulis h. Kat.
diserap ke dalam bahasa Ind

bila dikehendaki /afaz aslinya

da.

I panjang ditulis T dan bunyi u panjang ditulis u,

bung ( - ) di atasnya.

isu

au

ni tidak berlaku terhadap kata ‘4rabd yang sudah

esia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuaii

X1



Contoh : 3¢faall 4l dituli: ?dayah al-Mujtahid

G. Hamzzah

1. Bila terle@k di awal kata maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang
mengiringinya.
o ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, m 2 ditulis dengan lambang apostrof ( * ).
eky  ditulis wat’un

3. Bila terletak di tengah kata an berada setelah vokal hidup, maka ditulis
sesuai dengan bunyi vokalny
by ditulis rabd’ib

4. Bila terletak di tengah kata an dimatikan, maka ditulis dengan lambang
apostrof ().

asab ditulis za’khuztina,

H. Kata Sandang Alif+ Lam
1. Bila ditkuti huruf gamariyah  ulis al.
sl ditulis al Bagarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, 1ruf ' diganti dengan huruf syamsiyah yang
bersangkutan.

el ditulis an-Nisa’.
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A. Latar Belakang Masalah

Perubahan ketiga UL
2001 secara fundamental tc
tersebut Majelis bukan lag
kedaulatan rakyat sepenuhn
lembaga lainnva vang berkec

Perubahan 1ni mela
keberadaan lembaga negara
penubuhan kedaulatan ters
taham negara hukum dengan

Pasal vang banyak r
UUD 1945, karena hal ini t
Sebelum amandemen, kedu
negara vang memegang kedz
dinyatakan:

“Kadaulatan adalah di
Majelis Permusyawarata

"' Ni'matu! Huda, Politik Keie

him. 34

? Fajrul Falah, “Faham Kerak:

akses 10 Mei 2003.

P Pasal 11 (2) UUD 1945

BAB I

NDAHULUAN

1945 vang terjadi pada tanggal 10 November
1 mengubah peran MPR. Menurut perubahan
lembaga tertinggi negara vang memegang
, akan tetapr MPR sama dengan lembaga-
ukan sebagai lembaga negara.'

kann perdebatan mengenai kedaulatan rakyat,
lajelis Permusyawaratan Rakyat) yang menjadi
it, serta secara tidak disadan substansi dan
jpremasi konstitusinya. |
nmbulkan perdebatan adalah Pasal | ayat (2)
caitan dengan kedudukan dan eksistensi MPR.
<an MPR = adalah

sebagai lembaga tertinggi

itan raky'clrz Dalam UUD 1945 Pasal 1 avat (2)

gan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
takyat.” "

wgaraant Indonesia, (Yogyakarta © FH Ul Press, 2003),

n, Negara Hukum dan MPR”, http/www/Kompas/ Html,



Ada tiga hal penting
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
menjalankan  kedaulatan
(MPR), dan kekuasaan instit

Secara sekilas, rumu
adalah di tangan rakvat dan:
perwakilan). Rumusan den
dipimpin oleh hikmat kebija

Namun, dengan ad
mengalami pergeseran de
wewenang. Setelah amander
menjadi

“Kedaulatan berada

Undang-undang Dasa

Perubahan ini beraki
MPR No. I/MPR/2003 tent
perubahan terhadap UUD

Sejalan dengan per

berkaitan dengan lembaga

* Fajrul Falah, “Faham Kerak
akses 10 Me1 2003,

¥ Pancasila Sila ke 4
® pasal 1: (2) UUD 1945 Pa

" Tap MPR No. I/MPR/2003

S

vang tidak dapat dileburkan begitu saja dari
ity substansi faham kerakyatan, institusi yang
kyat vaitu Majeblis Permusyawaratan Rakyat
3

l.

1 in1 menjelaskan bahwa kedaulatan Indonesia
tuk menjalankannya dibentuk MPR (demokiasi
ian sejalan dengan dasar “kerakyatan vyang
anaan dalam permusyawaratan perwakilan. ™
materul UUD

vya perubahan 1945, MPR

perubahan kedudukan, fungsi, tugas dan

n ketiga, Pasal 1 ayat ( 2 ) UUD 1945 berubah

di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
6

t terhadap posisi dan fungsi MPR. Dalam Tap
¢ Tata terib  MPR juga disebutkan bahwa
15 berakibat terhadap struktur negara.’

than amandemen UUD 1945 maka UU yang

egara, khususnya UU yang berkaitan dengan

ran, Negara Hukum dan MPR”, http/www/Kompas/ Himl,

t Amandemen

:ntang Tata Terib MPR



lembaga perwakilan dan pi
tentang Susduk pun diaman
Reposisi MPRV dalc
susunan, fungsi, dan kewena
4 tahun 1999 tentang Susun:
Nomor 22 tahun 2003 tentar
UU No. 4 tahun 1
bahwa MPR merupakan |
ayat (1) UU No. 4 tahun 19¢
“MPR sebagai per
lembaga tertinggi n
kedaulatan Rakyat.”
Sementara itu dalat
disebutkan keberadaan MF

UU No. 22 tahun 2003 mer

“MPR adalah lemb:
lembaga negara.”'"

Selain Pasal terseb
bahwa MPR merupakan 1
meliputi wakitl rakyat (DF

akan memancing multipel

8 Mukhijab, “Era Baru Maj
6 oktober 2004.

’ Pasal 24 ayat (1) UU
DPR, dan DPRD.

1 Ppasal 10 UU No. 22 T
DPD

(5]

jusvawaratan, yaitu  UU No. 4 tahun 1999
nen dengan UU No. 22 tahun 2003.

struktur lembaga negara berdampak pada
annva. Ini bisa dibandingkan dalam UU Nomor
dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dengan UU
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD.?
9 tentang Susduk dengan jelas menyebutkan
baga tertinggl negara, lebih jelasnya Pasal 24
menvebuikan :
maan seluruh rakyat Indonesia merupakan
ara dan pemegang serta pelaksana sepenuhnya
Jndang-Undang Susduk vang baru belum tegas
dalam konstelasi kelembagaan negara. Pasal 9

butkan:

permusvasaratan yang berkedudukan sebagai

>asal 9 UU Susduk yang baru juga menyebutkan
baga permusvawaratan rakyat yang anggotanva
dan wakil daerah (DPD). Penjelasan demikian

psi apakah MPR suatu lembaga permanen atau

Permusyawaratan Rakyat”, http/www/Kompas/html, akses
.4 Tahun 1999 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR,

n 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, dan



lembaga yang bersifat ad h«
session). hika MPR dipersep:
daiam konstelasi kelembaga:
fagi lembaga tertinggi neg
tertinggi. maka MPR lebih te

Perubahan UUD 16«
kelembagaan negara telah 1
suprastruktur politik di Ind
yaitu MPR_ DPR, Presiden.
Dewan Pertimbangan Ag
mengakibatkan perubahan r
Perubahan itu meliputi keduc
anggota-anggota atau pejaba:

Namun dari rumusan
ketegasan tentang posisi da
negara.””  Bagaimana = seb
dikehendaki oleh UUD 1945
2003,

dan bagaimanakah

dikehendaki berdasarkan Ul

"1 Eksistensi MPR Perlu Di;

semacam forum persidangan bersama (joins
an sebagail lembaga permanen, kedudukannya
negara menjadi gamang, mengingat tidak ada

dan dikarenakan tidak ada lagi lembaga
t bersifat ad hoc.'’

dan perubahan UU yang berkaitan dengan
ngakibatkan perubahan vang mendasar pada
>s1a, terutama di tingkat pusat atau nasionai,
ahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan,
Kementerian, dan

1g atau

g, Departemen

ndasar dalam "Sistem Pemerintahan Negara".
<an, fungsi, wewenang, dan tata cara rekrutmen
alam suprastruktur politik tersebut. '
mmusan amandemen tersebut belum ditemukan
‘ksistensi MPR dalam konstalasi kelembagaan
irnya  kedudukan dan tungsi MPR yang
ang duinterpretasikan melalui UU No 22 tahun
penvelenggaraan kedaulatan rakyat yang
1945 pasca amandemen.

egas *, http/www/Kompas/html, Akses 3 Mei 2004

2 Bintan R. Saragih, “Polun; Refleksi Tahun 2002 dan Proyeksi Tahun 2003 ™

http/www/kompas/htmi, Akses 6 Okto’

" Eksistensi MPR Perlu Dj

12004,

tegas ™, http/www/Kompas/html, Akses 3 Mei 2004



Selain permasalahan
konsep fiqih siyasah tental
Adakah kesesuaian antara |
(MPR) dengan Konsep majc
siyasah.

Majelis syura yang
‘agdi oleh para fuqoha, m
Rahman menggambarkan b
legslatif vang mewakili ¢
pemerintahan Islam nama l
Mawardi menyebutnya den
berhak memilih 1imam. Pa
Ahlu asy-Syura. Namun narn
ahlu al-halli wa al-‘aqdi 'y
dan mengikat™. Istilah = Ah/i
fiqih untuk sebutan bagi ¢
menyuarakan hati nurani m

Para ulama berpenc
suatu keharusan  dalam
kepentingan umat yang dal:
menyatakan setiap wali al

musyawarah  karera hal

' M. Hasbt Amiruddin, Ko

Press, 2000), him. 125,

sebut, penelitian i juga akan ditinjau dar
lembaga perwakilan dan permusyawaratan.
baga permusvawaratan vang ada di Indonesia

svura vang berkembang dalam kajian figih

1h dikenal dengan sebutan ah/u al-palli wa ai-
ipakan struktur negara dalam Islam. Fazlur
xa lembaga syura merupakan sebuah badan
irast dan kehendak rakyat. Dal:  sejarah
saga ini telah muncul dalam beberapa nama.
v Ahlu al-ikhtiar karena lembaga ini yang
awal sejarah Islam nama lembaga ini adalah
rang pernah populer untuk institusi ini adalah
y» diartikan  “orang-orang yang melonggarkan
“halli wa al-‘aqgdiini dirumuskan oleh ulama
1g vang bertindak sebagai wakil umat untuk
ka

at bahwa adanva lembaga syura merupakan
rbagai urusan, tidak terkecuali dalam hal
hal ini diwakih oleh negara. lbnu Taimiyyah

17 pasti butuh dengan apa yang dinamakan

u merupakan perintah Allah. Apabila ada

Negeare Istam Nenwrnt Faclurrabmen, (Y ogyakarta: Ul



C.

permasalahan yang dipers
setiap orang dari mereka
mengacu pada al-qur’an da

Dengan uraian di a
antara MPR dan Majelis S
lembaga permusyawaratan
dan fungsi majelis perm

majelis syura dalam Islamr

Pokok Masalah
Untuk membatasi
membatasi pembahasan ke
1. Bagaimanakah kedudul
No.22 tahun 20037
2. Bagaimanakah pandang

MPR menurut UU No.

Tujuan dan Kegunaan
[. Tujuan
a. Penelitian ini  bert

lembaga permusya

2003 tentang Susun

" Ibnu Taimiyah, as-Siyas.

bahasa Rofi Munawwar, Lc (Suraba)

sthkan oleh kaum muslimin maka hendaknya
iengeluarkan pendapatnya  yang terarah dan
is-sunah.

menjadi jelas bahwa ada kesar an prinsip
ra di dalam Islam. Pada prinsipnya keberadaan
adalah penting. Hanya saja apakah kedudukan

‘awaratan yang ada sama dan sesuai dengan

aukah tidak.

an lebth memfokuskan kajian, penyusun
lam dua pokok masalah :

1 dan fungsi MPR yang dimaksud menurut UU

. fiqth siyvasah terhadap kedudukan dan fungsi

tahun 20037

1an untuk memahami  kedudukan dan fungsi
iratan yang dimaksud dalam UU No. 22 tahun

dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD.

asy- Syari'iyah ; Fi [slahi ar Ra‘i wa ar Re‘iyyah, Alih
Risalah Gusti, 1999), him.153-135



b. Penelitan 1ni dimal
pandangan figih s/
Indonesia.

2. Kegunaan
a. Dapat memberikan
permusyawaratan da
fungsinya dalam stru

b. Penelitian i dih

wawasan vang icbil

perwakilan dan perir

D. Telaah Pustaka

Studt ataupun pen

perwakilan yang dikaitkas
dilakukan, akan tetapi sejau
penelitian tentang studi |
sivasah, khususnya tentang
Undang-undang Susduk.
akan

Berikut 1ni

berkaitan dengan lemba;
tinjauan figih siyasah maug

Beberapa hteratur y

karya Rasyid Rida. Dalamr

id untuk mengkap secara mendalam tentang

ah mengena: kedudukan dan fungsi MPR di

contribusi pengetahuan  tentang lembaga
perwakilan khususnva tentang kedudukan dan
ar pemerintahan Indonesia.

apkan dapat memberikan pengetahuan dan

uas ticrhadap kedudukan dan fungsi lembaga

yawaratan dalam perspektif fiqih siyasa#.

tian tentang lembaga permusyawaratan dan
lengan aspek konstitusi memang sudah banyak
pengamatan penvusun tidak banyak ditemukan
abaga permusvawaratan dengan tinjauan figih
edudukan dan fungsinya yang mengacu kepada
ketengahkan beberapa  bahan pustaka vang
permusyawaratan dan pewakilan, baik darn
1 dart segt hukum ketatanegaraan Indonesia.
g dikutip di simi adalah  Tafsir af-manar juz 20

afsir ini, Rasyid Rida mengetengahkan konsep



Ahlu al-halli wa al-"aqdi
tatsir tersebut beliau me
bahwa dasar negara ve
menyebut u/i al-amnri ata
mendefimsikan anfu al-k
dari masyarakat tertent
persoalan oleh masyaraka
Mengenai uli al-a
fhe [slemic Law And Co
tentang dewan permusya
dan siapa vang akan mer
dengan cara pemungutar
kerja. Sebelum Rosul hi
majelis permusyawaratan
Rosul sejak awal (As-Sab
menjadi terkemuka karen:
Secara alamiah g
yang kemudian disebut
mereka, keputusan penting

status konstitusion! merek:

'® Rasyid Rida, Talsir &l-Mi

wgal penatsiran terhadap kata uff al-amri. Dalam
askan  bahwa istiah w/i al-amri menunjukkan
ketiga adalah kedaulatan rakvat. Rasyid Rida
yelis svura dengan ahfv al-haili wa al-‘agdi. 1a
wa al-"agdi scbagai orang vang menjadi wakil
yang dipercava dalam memecahkan semua
‘
staupun ahlu al-halli wa al-"agdi  dalam buku
tsion, Abu al-A'la Al-Maududi mengemukakan
itan dan bagaimana cara-cara pemilihannya
nva. Menuritnya, pemilihan dewan im bukan
ira  akan tetapi melalui  praktek pelaksanaan
ada dua kelompok vang menjadi anggota
u: pertama orang-orang vang bersekutu dengan
al-awwalun), dan kedua orang vang kemudian
twasan dan kemampuannyva.
oan in1 terpilih menjadi dewan syura.  Inilah
al-halli wa al-‘aqdi, dan tanpa saran-saran
am negara Islam tidak bisa diambil. Mengenai

aududi berpendapat bahwa mereka yang berhak

{Beirut: Par al-Me'ritah 1973), V. 181-187.



menentukan calon khalifa
menentukan kebijakan nega

ASS Tambunan.s.
Suatu Pengamatan dun 4
perkembangan MPR dan m

dan pelaksanaan tugas-tuy:

sidang pertanggung jawabar

Budiman B Sagal:
/mdonesia menelaak  ten

UUD 1945, Budiman men
maka dapat disimpulkan |
adalah : melakukan Keda
GBHN, memilih presiden «
Presiden mempertanggungi:

Akan tetapi menur
terlaksana sesuar dengan p
vang harus dilaksanakan, ch
buku-buku

Selain

membahas tentang ahfu al

7 Abu al A'laAl Maududi, |

Cetr.1V {Bandung: Mizan, 1905 ) him

" ASS Tambunan, AMPR |

Analisis, {Jakarta- Pustaka Sinar Har:

v - . i
Budiman B Sagala. Tuga

Yudhistira, 1982), him.{ 3-20.
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Mereka juga scbagay patner kholifah dalam

)12

dalam VPR Derkembangan dan Pertumbithan

/ivis. mengetengahkan studr  tentang sejarah
bahas perkembangan MPR dari masa ke masa
va dari mular persidangan. pemilihan presiden.
-esiden. serta pembuatan GBHN ™

Ho o dalam  Jucus Dan Wewenang MPR 1D
¢ tugas-tugas dan wewenang majelis menuaiut
ekapkan. berdasarkan Pasal-pasal dalam UUD
iwa tugas dan wewenang MPR di Indonesia
tan rakvat. menetapkan  UUD. menetapkan
v wakil presiden.mengubah UUD 1945, tempat
abkan laporannva.

Budiman banvak tugas-tugas vang belum
sip UUD 1945 Dan masth banvak tugas-tugas
taranva masalah kedaulatan rakyat."”
rsebut juga terdapat beberapa skripsi

vang

i wa al-"agdi dalam berbagai pandangan. Di

Pskane Jeow and Consanton. Alih Bahasa Asep Hikmat,

Q

embangan dan Pertumbuhannva: Suarni Pengamaian denn
1. 1991, him 5-22

Yan Wewenans MPR i Inonesia, {Jakarta: Balar Aksara-



antara skripsi tersebut be
bagaimana status hukum d
1tu perubahan UUD secara
MPR vang ada sekarang s
dengan demikian penelitian

Abdul hakim dala
Muhammad Abduh Dalam
mencoba menelaah  ide
kedalam lembaga resmi ne
meneliti tentang validitas k
ijma’ dan juga meneliti sel
wa al-‘aqdi ) untuk melahir

Subaidi. dalam skrig
Rida, mengupas tentang ¢

keanggotaan dan sistem |

membandingkan konsep af

dalam nesara modern.”’
Skripsi selanjutnya
dihasilkan lembaga ah/u al-

dyjadikan j/ma’ ataukah tic

Hakim. Studi
Relevansinya Dengan Sistem Parlemer
diterbitkan.

' Subaidi,” Ablu al-halli wa

| * Abdul
Syari’ah (1999), Skripsi tidak diterbitk

n ada vang secara khusus membahas tentang
fungsinva dalam sistem pemenntahan. Selain
yrmal telah mengubah struktur MPR, sehingga
rat berbeda dagan MPR sebelum amandemen,
lavak untuk dilakukan.
sknipsinya “Studi Tentang /ima’ Menurut

slevansinya Dengan Sistem Legislasi Modern”

]

2

ok Abduh tentang formalisasi lembaga 7jima
a sepertl parlemen. Pada intinva nenehitian im
utusan perlemen modern untuk dapat dijadikan
apa besar kewenangan parlemen ( ahlu al-halli
1ijma’™

wa  ahlu al-halli wa al-‘aqdi Menurut Rasyid
rat-svarat ahlu al-halli wa al-"aqgdi, susunan

ja lembaga 1. Dalam skripsinva i Subaidi

al-halli wa al-"aqdi dengan konsep parlemen

sth membahas tentang validitas keputusan yang
'li wa al-‘aqdi, apakah keputusan tersebut dapat

. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi Abdul

fjma™ Menurut Muhammad Abduh  Dalam
Skripst fakultas Syar’ah { 1997 ), Skripsi tidak

‘entang
odern”,

-"aqdi Dalam Pemikiran Rasyid Rida,” Skripsi Fakultas



hakim adalah, penelitian ¢
pendapat Fazlurrahman dan

dalam lembaga legislatif ke
representatif untuk menghas
ifma’ dilakukan melalui opir
legislatif,*?

Skripst berikutnya m
Indonesia, disusun oleh Nu
tugas dar kewenangan
amandemen. Banyak tugas «
setelah  diamandemennya |
skripst ni. Selain 1tu per
legislatit dengan konsep fic

Dari beberapa skrip:

dan fungsi MPR secara kh

penyusun lakukan adalah cu

am skirpst it mencoba membandingkan
ndapat [gbal. Menurut Igbal jima”™ dilakukan
na menurutnva lembaga semacam im lebih
@an jjma’, sedangkan menurut Fazlurrahman

publik vang kemudian diproses oleh lembaga

elitl tentang kewenangan lembaga legislatif di
“hahs. Skripsi tersebut mencoba menganalisis
noaga legislatf menurut UUD 1945 pasca
1 kewenangan lembaga legislatif vang bergeser,
JD 1945, inilah vang menjadi inti pembahasan
itian ini menganalisis kewenangan lembaga
sivasah tentang ahlu al-halli wa al-‘agdi™

cersebut belum ada vang membahas kedudukan

1s sehingga menurut penyusun penelitian  yang

ip relevan.

Alat

2 Noh, Khumaidi, “ Sigr kanst Dan Validitas Lembaga Legilatif ~Sebagai
Pembentukan lima’ Skr)ps)

............... Tim: Studi Atas T nikiran Muhammad lgbal dan Fazlur Rahman”,
Fakultas Syari’ah ( 2002 ), Skripsi tid ~ diterbitkan.

* Nur Chalis, “Lembaga Ni  ra Dalam Perspektif Figih Sivasah ( Studi Tentang Tugas
Dan Wewenang, MPR, DPR, dan DPD Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen)”. Skripsi Fakultas
Syari’ah (2004), skripsi tidak dierbitk



E. Kerangka Teori

Indonesia adalah n¢
juga menganut asas dem
dirumuskan sebagai sistem
relasi kekuasaan yang diter
Demokrasi adalah sistem ya
Karena itu secara universa
dari rakyat oleh rakyat dan t

Namun untuk melak
dibentuklah lembaga perwa
bangsa Indonesia adalah dei

Institusi yang melak
di Indonesia adalah Maje!
UUD 1945 disebutkan bal
rakyat, dan kedaulatan ra
demikian kedaulatan rakya
kepada MPR. Pendelega:
umum.”

UUD 1945 mengek

pemegang kekuasaan yai

2* Umaruddin Masdar, M
Demokrasi, (Yogyakarta: Pustaka Pe

' Moh. Mahfud, Dasar L
1999 ) him. 118

12

ra berdasarkan hukum, selain itu Indonesia
rasi. Dalam pengertian modern demokrasi
olitik atau pemerintahan yang memiliki pola
kan dan dikontrol oleh rakyat yang berdaulat.
di dalamnya berlaku prinsip kedaulatan rakyat.
lemokrasi didefinisikan sebagai pemeritahan
uk rakyat.**

1akan dan menyelenggarakan kedaulatan rakyat
an rakyat. Sehingga demokrasi yang dianut oleh
krasi tidak langsung (Perwakilan).

1akan dan menyelenggarakan kedaulatan rakyat
Permusyawaratan Rakyat. Dalam UUD 1945
a MPR merupakan penyelenggara kedaulatan
it sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Dengan
ang semula di tangan rakyat telah didslegasikan

n  tersebut dilaksanakan melalui pemilihan

sitkan adanya berbagai lembaga ncgara sebagai

mempunyai fungsi, wewenang dan kedudukan

baca Pemikiran Gus Dur Dan Amien Rais Tentang
i, 1999), him 15.

Struktur Kenegaraan Indonesia, ( Yogyakarta: Ul Press,



yang berbeda. Adanya pemt
kekuasaan dari pada rakyat s
Berdasarkan rumusar
amandemen yang berbuny
dilakukan sepenuhnya oleh !
penjelmaan dari seluruh
merupakan  wakil langsw
Permusyawaratan Rakyat
atau aparatur demokrasi yan
Uuw 1945 lembaga ini bul
negara.**Setelah amandemer
adalah ditangan rakyat dan d
Pancasila merupakat
menjadi sumber atau dasar
Indonesia, juga termasuk U
IV bahwa * kerakyatan y:

permusyawaratan perwakil

Indonesia adalah negara den

% Ibid , hlm. 119

7 UUD 1945 Pasal layat ( 2
2 Moh. Mahfud. MD., Dasa

» Moh. Mahfud, M.D, Dasai
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1an tersebut sebenarnya merupakan delegast
1gal pemegang kedaulatan.”®

UD 1945 UUD 1945 Pasal 1 ayat ( 2 ) pasca
”Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
R” . Secara formal MPR adalah merupakan

Indonesia anggota-anggotanya

kyat yang
dari rakyat. Sebelurn amandemen Majelis
donesia merupakan lembaga tertinggi negara
ertinggi di Indonesia. Tapi setelah amandemen
| lag1 berkedudukan sebagai lembaga tertinggi
asal 1 ayat (2) berubah menjadi “ Kedaulatan
kukan menurut undang-undang”.
dasar negara Republik Indonesia yang harus
tama setiap peraturan atau hukum yang ada di
D 1945. Pancasila menegaskan dalam sila ke
; dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

bahwa

. Redaksi in1 jelas menegaskan

. . . 9
<rasi dengan sistem perwakilan

an Struktur, hini. 94

m Struktur, him.95.



Dengan adanya neg;
menentang bentuk negara
oleh perkataan penguasa,
dengan institusi Syuara"

Gagasan negara hul
merupakan kontektualisasi
dianjurkan dalam Islam. I
kedaulatan rakyat.”'

Paham kedaulatan
berkembang. Para ulama st
institusi ahlu al-halli wa al
mereka dipilih untuk mewal

Beberapa tokoh kon
syura sebagal representasi ¢
yang tertinggi adalah ditan
berdaulat secara politik. Us

menurutnya Tuhan tidak be

30 Ibid., him. 63
3! Umarudin Masdar, Membc
32 M. Hasbi Amiruddin, Kon.

33 Ibid., hlm. 126.
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. hukum sangat jelas bahwa kaum modernis
yang aturan hukum dan politiknya ditentukan

rena hal ini bertentanigan secara diametrikal

n yang dicetuskan kaum modernis sebenarnya
n reinterpretasi dari prinsip musyawarah yang

tuitusi syura merupakan manifestasi  dari

akyat dalam pemikiran Islam telah lama
1 melegitimasikan kedaulatan rakyat dengan
1gdi, meskipun belum begitu jelas bagaimana
i rakyat. *2

mporer menganggap begitu pentingnya institusi
ri rakyat. Menurut Fazlur Rahman, kedaulatan
n rakyat. Dia berpendapat bahwa Tuhan tidak
ik membantah tentang paham kedulatan Tuhan,

" . . 3
wilat dalam urusan-urusan politis kednniawian.’

Pemikiran, him.62.

' Negara Islam, him. 125,



Dalam sebuah nega
rakyat untuk berkumpul be
maka diperlukan lembaga }

Lembaga ini harusl
representatif. Badan ini b
merumuskan UU dan lemb
negara, ™

[bnu Taimiyyah me
Syura. Meskipun dia me
menurutnya imajinatif, na
menurutnya boleh dipilih ¢
ulama saja. Menurutnya, k
kepala negara dan tidak ¢
mendapat dukungan secara
jabatan atau otoritas imamx

Alqur’an sebagai s
kehidupan berbangsa dan b
individu yang mempunyai
kedalam keinginan tungy

mengabaikan suara-suara

3% Ibid hlm. 124

» Jeje Abdur Rozak, Pol

Taimiyyah, ( Surabaya : PT Bina Aks:
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bangsa, adalah hal yang mustahil bagi seluruh
ma-sama memusyawarahkan persoalan mereka
wakilan yaitu lembaga syura.

merupakan lembaga perwakilan rakyat yang
ungsi sebagal pembawa aspirasi masyarakat,

v in1 sekaligus berfungsi sebagai patner kepala

ajukan teori yang relatif sama dengan institusi
ak intitusi  ahlu al-halli wa al-‘agdi yang
n dia mengajukan ahlu asy-syaukah, yang
golongan manapun bukan hanya dari kalangan
1dukan ah/u asy-syaukah harus lebih tinggi dari
1gkat kepala negara. Dan seorang imam harus
litis dari ah/u asy-syaukah untuk mendapatkan
5

ber hukum menawarkan konsep syura dalam
egara. Mengingat negara merupakan kumpulan
spentingan beragam mereka harus disatukan
yakni

keinginan bersama sehin a dapat

arginal yang menentang. Adapun prosedur dan

Kenegaraan: Pemikiran-pzmikiran al-Gazali dan Ibnu
1999), hlm 178.



metode pengorganisian ke
dan wajar.’®
Konsep syura merup.
sistem politik demokrasi 1
qur’ani sekalipun 1a tidak s
Prinsip musyawarah
suatu keharusan yang dipe
umat Islam pada masa sek:
penduduk muslim  tidak 1
langsung dengan tetap m
menjadikan  syari’ah  se
pembentukan majelis.
Adapun dalam den
ketuhanan yang maha Esa
kostitusi mapun tata care
meskipun menunjukkan ke
pada keyakinan dan ketaqv
syarat mutlak bagi anggot
Pancasila sebagai t:
adalah perpaduan falsafah

permusyawaratan yang tei

galian dari akar budaya nr

3¢ Ramelan Subekti, Memai

16

asaan dan penggunaanya secara cfektif, bijak

.n gagasan politik utama dalam alquc’an, maka
ipaknya lebih dekat kepada cita-cita politik
sstinya identik dengan praktek demokrasi barat.
n perwakilan dalam demokrasi Islam adalah
aruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi
12, bahwa tersebarnya wilayah dan banyaknya
mungkinkan dilakukannya pemilihan secara
aga kualitas (anggota) wakil dalam majelis,

ral  landasan mutlak  dalam

Syarat-syarat
rasi Pancasila yang salah satunya menyatakan
bagai dasar pelaksanaan bernegara maka baik
lan mekanisme pelaksanaan permusyawaratan
jemukan kehendak rakyat haruslah berlandaskan
n kepada Tuhan yang Maha Esa harus menjadi
ang duduk didalam majelis.

hukum tertinggi bangsa Indonesia pada awalnya
1 nilai-nilai luhur bangsa. Secara histories prinsip
ndung dalam pancasila adalah merupakan hasil

yarakat Indonesia yang sejak zaman dahulu telah

i flrur Politik, ( Jakarta: Grasindo, 1992), him. 29



ada. Konsep sywra yang
mencerminkan adanya tekad
Prinsip dasar sl
bermasyarakat, berbangsa
mewujudkan kemaslahatan
(almaslahah al-‘ammabh).
hukum-hukum adalah mewt
dunia maupun kehidupan pa
Kemaslahatan seb:
syarat:>®
a. Kepentingan un
dengan ibadah
b. Kepentingan / k
syari’ah dan tid
hukum itu sendi
c. Kepentingan/ k
esensial diperlul
Kemaslahatan ituu

kemanusiaan yang meliput

keselamatan fisik atau jiv

37 Abd.al-Wahab Khalaf, //n

3 Ibid , him. 189
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liadopsikan dalam sila keempat pancasila
enerapkan kehidupan yang islami.
1 tentang pengaturan kehidupan publik

lan bernegara (siyasali ad-dunya) adalah
mat atau kesejahteraan rakyat secara umum
yuan  substantif-universal disyaria’atkannya
dkan kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan

a dunia.”’

1 salah satu sumber hukum mempunyai tiga

n/ kemaslahatan umum itu bukan berkenaan

1aslahatan umum ifu harus selaras dengan jiwa
boleh bertentangan dengan salah satu sumber

1aslahatan haruslah merupakan sesuatu yang

1, bukan suatu kemewahan.

manya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar

1) hak dan kebebasan beragama (hlIfz ad-din), 2)

(hifz an-nafs), 3) keselamatan keluarga atau

Usul al-Figh,cet X1 ( Kairo:Dar al-Qalam, 1997), him.197



keturunan ( hifz an-nasl), 4

(hifz al-mal), 5) keselamata

Al-maslahah mendu

rincian prinsip-prinsip um
sudah digariskan dalam a
maslahah mursalah manusi
dan menentukan sendiri bei
Pada hakikatnya, y
bagi seseorang atau masy
Karenanya, sebagai makhl
dibert wewenang untuk
kepentingan dan kebaika
berfungsi sebagai inspiras

prefensi kebijakan bersam:

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakul
yang bertujuan untuk

dengan cara menelaah

Y Ibid., him. 180

*'Umarudin Masdar, Mem!

(Yogvakarta: Pustaka Pelajar,1999)
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eselamatan harta benda atau hak milik pribadi
akal atau kebebasan berfikir (hifx ai- ‘agl).”
<1 posisi yang sangat penting dalam menentukan
| tentang keiatanegaraan dalam Islam, yang
r’an dan sunnah rasul, oleh karena itu melalui
liberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih
k pemerintahan yang palirg baik untuk mereka.
g paling tahu tentang sesuatu yang maslahah
kat adalah orang atau masyarakat itu sendiri.
yang bebas, bermartabat dan berdaulat manusia
'ngatur urusan mereka sendiri sesuai dengan
atau nash

masing-masing. Sedangkan wahyu

eologis atau patokan—patokan fundamental bagi

\ adalah library reseach vyaitu suatu penelitian
mengumpulkan data-data dan informasi, yaitu

than-bahan pustaka yang ada relevansinya dengan

a Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi,
m.14



lembaga permusyawarat:
maupun Lembaga Syura
. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat «
mendiskripsikan dan mx
Permusawaratan Rakyat
fungsi MPR secara jel
penafsiran hukum para t
berbagai pesoalan den;
yang dimaksud dalam
siyasah.
. Tehnik Pengumpulan D:
Dikarenakan pe1
yang digunakan adalal
maupun sekunder.
a. Data pimer
Yaitu bahan-b
fungsi MPR, yaitu:
Kedudukan MPR, [
Buku-buku yang m
dan fungsi MPR sej

baru karya Bagir M

*! Kartini Kartono, Penge

1996 ), him. 33.
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dan perwakilan  dari segi hukum tata negara

alam konsep figih siyasah.**

triptif analitis. Diskriptif yaitu penelitian ini
;atat persoalan yang berkaitan dengan Majelis
aitu dengan cara menjabarkan kedudukan dan

dan terperimnci baik 1tu menurut UU maupun
oh. Analitis adalah penelitian ini  menganalisis

1 cara menyehidiki kedudukan dan fungsi MPR

J No. 22 tahun 2003 dan dalam konsep figih

itan ini adalah penelitian pustaka, maka tehnik

nengumpulkan data-data baik itu data primer

in hukum yang berkaiten dengan kedudukan dan
JU No.22 tahun 2003 Tentang Susunan dan
X dan DPD, Undang Undang Dasar 1945 serta
bahas secarae spesifik permasalahan kedudukan
ti, MPR, DPR dan DPD dalam UUD 1945 yang
nan, MPR Perkembangan dan Pertumbuhannya

r Metodologi Riset, Cet. XVIII, { Bandung : Mandar Maju,
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karya A.S.S Tambune 3.H, Tugas dan wewenang MPR di Indonesia
karya Budiman B S: a, dan buku figih sivasah yang membahas
lembaga perwakilan ¢  permusyawaratan diantaranya 7afsir al-Manar
Juz 20 karya Rasyid da dan an-Nizam as-Siyasi karya Muhammad
Abdul Qadir Abu Fari
b. Data sekunder
Yaitu data y: ; memberikan penjelasan mengenai data-data
primer seperti kary: ari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian yaitu
Format Lembaga N a1ra karya Jimly Assiddigie dan literatur figih
siyasah yang masih  ‘kaitan dengan masalah yang diteliti. Di antara
literatur tersebut ya : Konsep Negara Islam Menurut Faziur rahman
karya M. Hasbi A 1ddin, The Islamic Contitution karya Abu al-A’la
al-Maududi.
4. Analisis data
Untuk menga lisa data yang diperoleh, maka penyusun
menggunakan  analis kualitatif dengan metode dedukiif yaitu
menganalisis data den 1 cara menerangkan beberapa data yang bersifat
khusus untuk memben < suatu generalisasi.
5. Pendekatan masalah
Pendekatan ' g digunakan dalam penelitian ini  adalah
pendekatan yuridis,  rmatif, dan historis. Yuridis yaitu pendekatan

terhadap permasalah:  tentang kedudukan dan fungsi MPR yang terdapat




dalam UU No.22 tahun '
Dalam hal in1 UU lainny
UU Susduk yang lama.

Normatif adalah
penilitian dan masalah 1
kaidah-kaidah agama.*’]
menggunakan kaidah-k
lembagu syura.

Historis yaitu ¢
diteliti berdasarkan fakt

undang-undangnya mau

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mempermud

yang diteliti dapat dianal
menggunakan sistematika
Bab pertama yaitu

skripsi secara keseluruhar
ini. Bagian ini terdiri dari
kegunaan, telaah pustak

sistematika pembahasan.

2 H.Abuddin Nata, Me
Persada,2000), him. 42-43.

43 Kamus Besar Bahasa Ind
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03, UUD 1945 dan UU lainnya yang terkait.*

sang berkaitan adalah UU No 4 tahuu 1999 atau

atu pendekatan yang digunakan dalam sebuah
1g diteliti didekati dengan norma-norma dan
relitian ini akan diteliti dan didekati dengan

lah ataupun konsep fiqih s/yasah  tentang

tu pendekatan degan mendekati masalah yang
akta historis yang berkaitan dengan MPR baik

n sejarah lembaga tersebut.

proses penelitian  skripsi ini dan agar masalah
secara tajam dan sistematis, maka penyusun

ragai berikut :

endahuluan, untuk mengantarkan pembahasan

ang merupakan gambaran global dari isi skripsi

:ar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan

kerangka teoritik, metode pen¢ han  dan

lologi Studi Islam Cet V, (Jakarta: Raja Grafindo

isia, him. 787



Bab kedua akan d
perspektif fiqih siyasah atat
menyeluruh tentang konsep
sub bab yaitu, definisi »
keanggotaan majelis syura
pengangkatan majelis syur:
berikutnya mendiskripsika
kedudukan serta fungsi ma
sebagai pandangan untuk
Indonesia yang akan didiskr

Kemudian agar p
lebih mengena dalam bab t
undangan yang ada di !
mendiskripsikan definisi M
sejarah MPR, setelah itu sul
keanggotaan MPR, sub b:
fungsi MPR dalam UU yang
No. 22 tahun 2003. Sub
wewenang. Pembahasan d:
pemahaman yang benar ter
dalam konstitusi yang berl:

Pada bab keempat

dianalisis tentang keduduk:

22

skripsikan tentang konsep majelis syura dalam
ukum Islam, supaya diperoleh pemahaman yang
jjelis syura . Bab kedua ini terdiri dari beberapa
elis syura, sejarah majelis syura, susunan
lalam sub bab ini akan dibahas bagaimana
iyarat-syaratnya dan keanggotaannya. Sub bab
tugas dan wewenang majelis syura, dan
is syura. Bahasan dalam bab ini dimaksudkan
enganalisis kedudukan dan fungsi MPR di
ikan dalam bab berikutnya.
bahasan tentang kedudukan dan fungsi MPR
.akan dibahas tentang MPR dalam perundang-
onesia yang meliputi, sub bab pertama akan
R dalam UU, sub bab kedua mediskripsikan
ab berikutnya mendikripsikan tentong Susunan
selanjutnya mendiskripsikan Kedudukan dan
erlaku di Indonesa baik UUD 1945 maupun UU
b terakhir menjelaskan teniang tugas dan
m bab ini dimaksudkan untuk inenemukan
dap maksud dari kedudukan dan fungsi MPR
L

rdiri dari dua sub bab, yang pertama akan

dan fungsi MPR menurut perundangan yang
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berlaku serta yang kedua ak 1 dianalisis tentang kedudukan dan fungsi MPR
dengan sudut pandang fiqih. -asah.
Bab kelima adalal »>ab penutup, pada bab ini akan dikemukakan

kesimpulan dari isi skripsi  n disertai dengan saran- saran.



A. Kesimpulan

Setelah Penyusun 1

menurut UU No. 22 taln

relevansinya dengan konsep

ini dapat ditarik kesimpulan ¢

1.

Kedudukan dan fungsi M
yuridis telah berubah. Pas
adalah di tangan rakyat
menjadi  “kedaulatan ac
UUD”. Perubahan ini me
pelaksana kedaulatan ral
bukan lagi sebagai iemb
tegas disebutkan dalam U
MPR adalah lembaga neg

lembaga-lembaga negara y

Perubahan tersebu

Perubahan-perubahan kete
bahwa pelaksana kedaulat
hanya MPR. Oleh karenar

pasca amandemen dilaks:

BAB V

ENUTUP

wdiskripsikan  kedudukan dan fungst MPR
2003 dan UUD 1945 serta mengaitkan
ra dalam fiqih sivasah, maka dalam bab akhir
saran sebagai berikut:
setetah amandemen ketiga UUD 1945, secara
[ avat (2) vyang semula berbunyi “kedaulatan
t dilakukan sepenuhnva oleh MPR” berubah
ah di tangan rakyat dan dilakukan menurut
unyai maksud bahwa MPR tidak lagi ”ébagai
t sepenuhnva, selain itu kedudukan MPR
L tertinggl negara. Kedudukan MPR secara
No. 2003 pasal 10 bahwasannya
1 lain.

AT

iclah menggeser supremasi MPR  sebagai
rakvat sepenuhnya.
1an tersebut adalah upaya untuk menegaskan
dikehendaki UUD 1945 tidak
kedaulatan rakyat dalam Pasal § ayat (2)

v

kan menurut UUD 1945, kedaulatan rakyat
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setelah perubahan terse
lembaga negara yang
diantaranya  adalah
Konstitusi.

Selain itu peru
mekanisme check and t
tentang fungsi MPR,
seluruh rakyat, akan
kedudukannya berkuran
wakilnya karena keduan

2. Kedudukan dan fungsi M
figth siyasah, pada mu
yang ada di Indonesia a
Yamin adalah salah satt
negara Indonesia kare
penvelenggaraan negar:
kemajemukan budaya -
dengan konsep mufak:
Indonesia sehingga yang
kedudukan lembaga ini
hukum Islam, secara f
Indonesia dalam wujud

alqur’an. Akan tetapi da

98

t dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan dan
iengemban tugas politik dan pemerintahan,

R, DPD, MPR, Presiden dan Mahkamah

nan juga dimaksudkan untuk menciptakan
ances antara lembaga-lembaga negara. Adapun
Ja dasarnya MPR tetap sebagai penjelmaan
tapi fungsi MPR yang berkaitan dengan
yaitu MPR tidak lagi mememilih Presiden dan
telah dipillih langsung oleh rakyat.
X ditinjau dengan konsep Majelis Syura dalam
tya secara historis lembaga permusyawaratan
lah merupakan manifestasi konsep syura. Moh
ang mengusulkan perlunya lembaga ini untuk
lembaga Syura sangatlah penting untuk
Karena beraneka ragam kepentingan dan
ka kemudian Konsep Sywra ini dipadukan
yang sudah mengakar dalam dinn bangsa
wuncul kemudian adalah Pancasila. Mengenai
jika ditinjau dengan konsep syura menurut
1sip konsep permusyawaratan yang diambil
nbaga MPR adalah mengambil konsep Syura

n mekanisme dan pelaksanaannya selanjutnya



dipadukan dengan kons
sebenarnya tidaklah m
adalah untuk kemaslah
sangat fleksibel, Meskip
tetapi mekanisme syura
yang menunjukkan kel
sehingga dapat sesuai de
itu institusi syura dala
penting dan umat harus
kepercayaannya pada m
kita, MPR harus tunduk
lembaga Syura dan MI
ata

Perwakilan rakyat

aspirasi hatinurant rakya

B. Saran

1.

Para Peneliti dan kalany
mendalam tentang MP!
perubahan terhadap len
menitik beratkan  pad
munculnya lembaga bar

kepada lembaga ini

menyalurkan aspirasi da

99

parlemen dalam demokrasi modern. Hal ini
salahi hukum Islam, karena pada prinsipnya
n umat. Hukum Islam sendiri pada dasarnya
Syura diwajibkan dalam persoalan umat, akan
lak ditetapkan dengan cara tertentu. Hal ini lah
igaran  dalam menentukan mekanisme syura
an situasi dan kondisi suatu bangsa. Sementara
hukum Islam mempunyai kedudukan yang
uh pada majelis syura jika sudah menyerahkan
rka. Sedangkan MPR dalam sistem tatanegara
:pada rakyat yang memilihnya. Adapun Fungsi

pada prinsipnya adalah sama yaitu sebagai

lembaga permusyawaratan yang menyalurkan

1 Akademisi perlu mengadakan penelitan lebih
karena setelah amandemen UUD 1945 banyak
iga negara ini, terutama penelitian yang lebih
susunan keanggotaan MPR. Terlebih dengan
DPD, bagaimana kewenangan yang diberikan
1 sejauh mana fungsi lembaga ini dalam

h.



o

(US)

Perubahan struktur ken
1945 adalah upaya unt
antara lembaga-lembag;
lembaga negara yang nr
hendaknya bener-benar
dalam  penyelenggarae
penyimpangan seperti k
Pemerintah dankalangan
kewarganegaraan (civic
pengembalian  kedaulat:
rakyat sendiri tidak paha
sebagai sumber kedaula

terjadi  penyelewengan.
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raan yang dilakukan melalw Perubahan UUD
menciptakan mekanisme check and balances
negara. Untuk itu pemerintah dan lembaga-
1punyai tugas-tugas politik dan pemerintahan,
rrealisasikan  mekanisme check and balances
pemerintahan, sehingga penyimpangan-
us masa lalu tidak perlu terulang lagi.
cademisi perlu mengadakan pendidikan politik
lucation) bagl warga negara, karena  upaya
rakyat kepada rakyat akan tidak berarti jika

dengan demokrasi partisipatif, sehingga rakyat

t dapat mengontrol lembaga negara apabila
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keagamaan. lbnu Taimiyvah
amalnya. mempunyal sifat-sif
mengeluarkan pendapat-pend
menyampaikan dan menegakk
orang lain. la pernah dipenjaral
buah kitab berdasarkan hafala
awalnya banyak ditentang, nan
pemikir modern untuk mengad:
Islam. la watfat tahun 727 H d
tentang hukum ziarah ke kut
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:enal sebagai seorang vang banvak ilmu dan
vang baik, serta seorang pemberani dalam
itnva.  la pun tidak pernah ragu dalam

kebenaran walaupun berbeda pendapat dengan
1 di Mesir dan sempat menyelesaikan beberapa
ya. Jalan pikiran Ibnu Taimiyyah walaupun pada
1 sedikit demi sedikit duitkuti juga oleh pemikir-
in pemurnian dan pembaharuan dalam agama
Yamsyik setelah dipenjara karena pendapatnya

Nabi adalah tidak wajib dan tidak dibenarkan

1 seorang Mufti negara Mesir dan seorang ulama
1 bagi duma Islam, pembawa nafas baru,
t akhir 11, Lahir pada tahun :a dikirimkan oleh
asjpid Shekh Ahmad. Kemudian ia melanjutkan
tahun 1879. la dituduh terlibat dalam gerakan
ivai seorang murid yang terkenal dan dianggap
yid Rida, karena telah menyelesaikan penulisan
1 sekarang lebih dikenal dengan tafsir al Manar.
endasar adalah dalam masalah pendidikan. la

dalm pendidikan. Di satu sisi di sekolah umum
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adalah ai-Ahkamn as-Sultharv;
umum’ untuk negara.

Dia berijtihad dalam mc
harus dilakukan oleh suatu per
pengangkatan seorang khalifa
habungan negara dengan rakvat

Karva-karyvanya dalam

as-Sulthanivah, Siyasah al-Mul

It sekolah agama diajarkan ilmu pengetahuan

r Mesir sampai wafat.

seorang intelektual  muslim pakistan . la
¢ AS sebagai guru besar tentang keislaman di
Gill University, Montreal Canada. la juga
1asa Arab dari Universitas Punjab. Kemudian
sitas Oxford Inggnis tahun 1951, ia pernah
tuk beberapa waktu.la pernah menjabat sebaga
. Reseach Karachi dan setelah itu 1a menjabat

an Islam di University of  Chicago.

itikus muslim. Nama lengkapnya adalah Abu
1b al-Mawardi. Beliau {ahir di Basra, tahun 364
h terkemuka mazhab Syati’i pada abad ke-10
wruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah. fa
ip pembahasan Imamah atau Khalifah (konsep
vada seorang ulama terkenal Basra®  tu syeikh
imid, setelah dewasa 1a menjadi hakim vang
. khalifah Abbasivah. Karya monumentalnya

vang menggambarkan suaiu ventuk “konstitusi
usun sebuah kerangka poiitik tentang apa vang
intah, seperti ketentuan-ketentuan pokok dalam

juga tugas khalifah dan pejabat negara dan

ik vang sangat menonjol antara lain al-Ahkam

Jawain al-Wizarah, Adab ad-Dunya wa ad-din,

1t



al-tlawi, al-lgna’. Dari buku-bi
dicetak dan beredar di Indons

Dunya wa ad-din. Beliau wafat «

ABU A’LA AL- MAUDUDI
Lahir di Hyderabad, 25
York AS. la seorang ulama d¢
kakeknya bernama Syeikh Ou
sebutan al-Maududi diambil dar
Sejak muda al-Maudu
bidang jurnalistik, pernah menj
jurmnalistik di mulai tahun 193]
kemudian menjadi pimpinan
pada usia 20 tahun. Buah tagan
satu buku vang cermat dan taj:
damai. Al-Maududi pindah ke |
[salm sejak tahun 1938 Terdr
[slam. Al-Maududi wmendirike
ami‘at al-Islam (persa
gerakan Kader-kader Isiam. Ka
aliran Qadiani) yang menguny
dan persoalan politik lainnva
mati tahun 1953 oleh pen
mengubahnya menjadi hukumy
jantung dan lever Karva-kary,
law and Constitusion dan tafsi
memerlukan waktu 30 tahun
monumental klasik  vang mer
al-Jihad fi al-Istam, Toward L
istam Way of

Islam) dan

memberikan analisis vang sang

afe.

| tersebut di atas baru dua buku yang sudah
yaltu al-Ahkam as-Sulthamyah dan Adab ad-
3agdad tahun 450/1058 M.

:ptember 1903 dan wafat tahun 1979 di New
pemikir dari anak benua India. Salah seorang
iddin al-Maududi al-Jisty (W tahun 527 H)
ama kakeknya.

telah mempunyail kecendrungan kuat pada
| editor beberapa media massa, karir dibidang
engan menerbitkan redaksi di Jabalpur (India),
lhi (1920-an). Minatnya pada politik tumbuh
1 yang pertama adalah al-Jihat fi ai-1slam, salah

dalam menganalisa hukum Islam, perang dan
yab dan memimpin sebuah lembaga pengkajian
¢ oleh pemikiran untuk menyelmatkan umat
suatu gerakan Islam vang dipimpinnva sendiri
n islam) pada tahun 1941 vang merupakan
wannva yang berjudul Qadians problem( Prblem
pkan kepalsuan kenabian Mirza Gulam Ahmad
ngakibatkan ia dipenjara dan dijatubi hukuman

b

mtah  Pakistan. Tetapt pemerintah Pakistan
seumnur hidup. la meninggal dunmia karena sakit
a antara lain al-Kkhilafah wa al-Mulk, Islamic
lquran vang merupakan karya terbesarnya dan
tuk menvelesaikannya. Sementara karva vang
41 sumber refleksi  kaum mushimin antara lain;
er Standing Islam ( menuju kepada pemahaman
sering

Dalam karva-karyanya Maudud

tatam dan kontroversial,
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Nama - Tbnatt Chafidhoh

Tempat dan tanggal lahi : Purworejo, 12 Agustus 1981

Agama - Islam

Jenis Kelamin - Perempuan

Pekerjaan - Mahasiswi

Alamat asal - Purwosari Kutoarjo Purworejo

Alamat di Jogja - JI. Raden Ronggo KG 11 982 Kotagede YK

Latar Belakang Kelua

Nama Ayah - Bunhadi

Nama [bu : Nariyah

Alamat - Purwosari Kutearjo Purworejo
Jumlah Saudara -6 (enam)

Anak Ke - 4 ( empat)

Latar Belakang Pendi am

i. Ml Imam Puro Sure  ahun 1994
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